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BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
 

 
PENDAHULUAN 
 

 Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas 
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK 
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai 
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, 
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.  

 Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila 
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, 
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.  

 Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak 
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 
 
FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT 
 

 Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 
 Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus 
Akuntansi Pemerintahan. 

 Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.  
 Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus 
kendali mutu jawaban.  

 Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP. 
 Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP. 

 
 

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

 
 Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata 

bagi semua pemangku kepentingan. 
 Memberi panduan semacam yurisprudensi. 
 Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan  untuk memecahkan sendiri 

kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa 
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi 
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau 
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP. 

 Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.  
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 Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & 
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK. 

 Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti 
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi 
pemerintahan. 

 Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban 
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis. 

 Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus 
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk 
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan 
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru. 

 Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru 
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan 
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku 
kepentingan. 

 Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi 
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP. 

 Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam 
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 

 
KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP 
 

 Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian 
produk resmi KSAP. 

 Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi  atau Buletin Teknis baru 
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan. 
 

 
PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK 
 

 Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah 
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut. 

 Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada 
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi 
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia 
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, 
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara 
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan 
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat 
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP. 

 Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan 
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang 
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok 
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban. 

 Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan 
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber 
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber 
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung 
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP. 

 Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung 
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei 
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep 
sementara surat jawaban. 

 Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting 
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak 
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion). 
 

 
STRATEGI JAWABAN KSAP 
 

Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut : 
 

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir 
PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila 
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP 
harus berdasar Lampiran 2 tersebut. 

 
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok 

Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran  2 PP 71 tahun 2010), nomor 
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat 
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) 
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, 
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk 
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat 
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga 
menimbulkan masalah baru di masa depan. 

 
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus 

dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk 
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan 
umum. 

 
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi 

pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat 
masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun 
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai 
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi 
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi  atau dimensi basis peraturan 
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar 
domain KSAP. 

 
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan 

integritas paripurna. 
 

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, 
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, 
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas,  menghindari istilah kiasan, 
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada 
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan. 

 
 

 
PEDOMAN PENGGUNAAN 
 
Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya 
memahami bahwa : 
 

 Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, 
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.  

 Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta 
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban 
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah. 
 

 
PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 
 

 Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP. 

 Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada 
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai 
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan 
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut. 

 
 
 

Jakarta,   Februari 2019. 



No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal Hal

1 15-Feb-2019 S-18/K.1/KSAP/II/2019 Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan Akuntansi Aset Tetap : Revaluasi Aset 

Kemitraan 1

2 28-Feb-2019 S-20/K.1/KSAP/II/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Akuntansi Penghapusan KDP
4

3 27-Mar-2019 S-26/K.1/KSAP/III/2019 Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi 

dan Informasi 

Akuntansi KPBU

11

4 27-Mar-2019 S-27/K.1/KSAP/III/2019 Inspektur Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat

Akuntansi Pengakuan Aset dan 

Kewajiban 16

5 27-Mar-2019 S-28/K.1/KSAP/III/2019 Direktur  RSUD Dr. Iskak 

Kabupaten Tulungagung

Akuntansi Pendapatan BLUD

19

6 27-Mar-2019 S-29/K.1/KSAP/III/2019 Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

21

7 6-May-2019 S-44/K.1/KSAP/V/2019 Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan

Akuntansi ATB
33

8 6-May-2019 S-45/K.1/KSAP/V/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Akuntansi Penghapusan Piutang

37

9 10-May-2019 S-46/K.1/KSAP/V/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Akuntansi Perubahan Kebijakan 

Penyusutan 45

10 16-Jul-2019 S-63/K.1/KSAP/VII/2019 Kepala Badan 

Pengelola Keuangan 

Daerah

Kabupaten Solok Selatan Akuntansi Piutang Dana Bergulir 
49

11 16-Jul-2019 S-64/K.1/KSAP/VII/2019 Kepala Badan 

Pengelola Keuangan 

Daerah

Provinsi DKI Jakarta Akuntansi Pengembalian Kelebihan 

Pajak 55

12 16-Jul-2019 S-65/K.1/KSAP/VII/2019 Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah

Pengelolaan Anjak Piutang
58

13 29-Aug-2019 S-81/K.1/KSAP/VIII/2019 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Metode Penilaian Persediaan
60

14 3-Oct-2019 S-93/K.1/KSAP/X/2019 Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi

Akuntansi Investasi
65

15 8-Nov-2019 S-101/K.1/KSAP/XI/2019 Kepala BKD Kabupaten Pasuruan Akuntansi Dana BOS
69

16 15-Nov-2019 S-107/K.1/KSAP/XI/2019 Direktur RSUD Rr. 

Ishak

Kabupaten Tulungagung Akuntansi Utang Jangka Pendek
73

17 15-Nov-2019 S-108/K.1/KSAP/XI/2019 Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala Akuntansi Kapitalisasi dan Penyusutan 

Aset Tetap 75

18 15-Nov-2019 S-109/K.1/KSAP/XI/2019 Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Akuntansi Investasi Jangka Panjang  

Permanen 78

19 15-Nov-2019 S-110/K.1/KSAP/XI/2019 Kepala BKD Provinsi Gorontalo Akuntansi Hibah dan Akuntansi Aset 

Tetap 83
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Komite Konsultatif: 
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Ketua merangkap Anggota  
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua merangkap 

Anggota  
3. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota 
4. Prof. Dr. Mardismo, S.E., Ak., M.B.A., Anggota 
5. Sonny Loho, Ak., M.P.M., Anggota 
6. Dr. Binsar H. Simanjuntak, C.M.A., Anggota 
 
Komite Kerja  : 
1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua merangkap Anggota    
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua merangkap Anggota    
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris merangkap Anggota    
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota    
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota    
6. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota    
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota    
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota    
9. Doddy Setiadi , Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota     
 
Kelompok Kerja : 
1. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Ketua Kelompok Kerja 
2. Hamim Mustofa, Ak., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja 
3. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja 
4. Yulia Candra Kusumarini S.Sos., SE.,  MM., M.Ikom., Anggota Kelompok Kerja 
5. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
6. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
7. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja 
8. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja 
9. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota Kelompok Kerja 
10. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja  
11. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja 
12. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja 
13. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Cert. IPSAS.,   Anggota Kelompok 

Kerja 
14. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si.., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja 
15. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja 
16. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja 
17. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
18. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja 
19. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja 
20. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja 
21. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja 
22. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja 
23. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 
24. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja 
25. Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA., Anggota Kelompok Kerja 
26. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja 
27. I Putu Sukma Hendrawan., SE., Anggota Kelompok Kerja 
28. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja 
29. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
30. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja      
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